KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126—Jawa Tengah
Telepon:(024) 3543063—Faksimile:(024)3546795
abiuell L aman: www.jateng.kemenkumham.go.id Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-24 22 Januari 2025
Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,

dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Bupati Karanganyar

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar
di - tempat

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar:

1. Nomor 100.3/4 tanggal 7 Januari 2025, perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan
Peraturan Bupati; dan

2. Nomor 100.3/120.1.3 tanggal 16 Januari 2025, perihal Permohonan Harmonisasi
Rancangan Peraturan Bupati,

bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati tentang:

1. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Reklame; dan

2. Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lawu,

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan

Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat
ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,

<#KUMHAMPASTI

Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;

3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
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Menimbang

Mengingat

Menetapkan

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR TAHUN
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

BUPATI KARANGANYAR,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat

(7), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal

13 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat

(2), Pasal 18 ayat (6), Pasal 20 ayat (10), Pasal 21 ayat (4), Pasal

22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), dan Pasal 28

ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Reklame, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Reklame;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 128);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

Bupati adalah Bupati Karanganyar.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten
Karanganyar.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu.

Kepala DPMPTSP adalah Kepala Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang
bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan
komersial memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum
terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat
dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati
oleh umum.

Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau Badan
yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas
namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang
menjadi tanggungannya.

Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian dan
pengaturan yang sistematis meliputi perencanaan, jenis
perizinan, penataan, penertiban, pengawasan dan
pengendalian Reklame dalam rangka mewujudkan
pemanfaatan ruang Daerah yang serasi.

Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat
PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik
bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah,
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan
Gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
PBG Reklame yang selanjutnya disingkat PBG Reklame
adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik konstruksi
reklame untuk mendirikan konstruksi reklame sesuai
dengan standar teknis yang ditetapkan.

Izin Reklame adalah izin Penyelenggaraan Reklame yang
diberikan oleh  Kepala Perangkat Daerah yang
melaksanakan urusan perizinan kepada Penyelenggara
Reklame.

Reklame Insidental adalah Reklame yang diselenggarakan
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Reklame Permanen adalah Reklame yang bersifat tetap dan
tidak dapat dipindahkan, yang pendiriannya
membutuhkan PBG.

Jaminan atas Pembongkaran Reklame adalah biaya yang
dibayarkan oleh  Penyelenggara Reklame kepada
Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah
Daerah untuk membongkar Reklame dan/atau untuk
pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas
diselenggarakannya Reklame, yang merupakan milik atau
yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah terhadap
Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan
perizinan.

Tim Teknis Izin Reklame adalah tim yang terdiri dari unsur
Perangkat Daerah/instansi terkait atau Pejabat struktural,
fungsional dan staf teknis di lingkungan Perangkat Daerah
yang bertugas melaksanakan pemeriksaan lapangan,
pembahasan teknis, dan memberikan pertimbangan
persetujuan atau penolakan terhadap permohonan
perizinan serta melaksanakan pengawasan Izin Reklame.
Rencana Induk Tata Letak Barang Reklame yang
selanjutnya disingkat RITLBR adalah perencanaan
penataan titik lokasi Reklame sebagai pedoman dalam
Penyelenggaraan Reklame yang komprehensif dan
berkelanjutan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya
disingkat dengan TJSP adalah tanggung jawab sosial yang
melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan
hubungan yang serasi dan seimbang sesuai dengan nilai,
norma, budaya masyarakat setempat dan lingkungan
Sistem Informasi Reklame Daerah yang selanjutnya
disingkat SIRD adalah sistem informasi berupa aplikasi
terintegrasi antara DPMPTSP dengan BKD yang memuat
data Penyelenggara Reklame, Izin Reklame, data pajak
Reklame, jaminan biaya bongkar dan waktu maksimal
pembongkaran Reklame.

Nomor Pokok Wajib Daerah yang selanjutnya disingkat
NPWPD adalah nomor pokok yang telah
didaftar menjadi identitas bagi setiap wajib pajak.

Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur
tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan
bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan
jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan
untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar,
kedalaman dan tinggi tertentu.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi
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Tim Teknis Izin Reklame;
RITBLR,;

penempatan konstruksi Reklame;
titik lokasi penempatan Reklame;
TJSP iklan layanan masyarakat;
umur konstruksi Reklame;
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

tata cara penerbitan PBG Reklame;

persyaratan permohonan Izin Reklame;

tata cara penerbitan Izin Reklame dan format Izin Reklame;
tata cara pembongkaran, pembiayaan pembongkaran, tata
cara lelang hasil bongkaran, pengembalian, penatausahaan
keuangan dan eksekusi jaminan bongkar;

SIRD;

pembinaan Penyelenggaraan Reklame;

. pengawasan Penyelenggaraan Reklame;

penertiban Reklame; dan
tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB III
TIM TEKNIS IZIN REKLAME

Pasal 3
Dalam melaksanakan pelayanan Izin Reklame dibentuk Tim
Teknis Izin Reklame yang terdiri atas:
a. unsur Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan
terpadu satu pintu;
b. unsur Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan;
c. unsur Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan;
d. unsur Perangkat Daerah yang membidangi bangunan;
dan
e. unsur Perangkat Daerah yang membidangi penegakan
Peraturan Daerah.
Tim Teknis Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertugas untuk memberikan pertimbangan dalam
pemberian Izin Reklame.
Tim Teknis Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun dan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
RITLBR

Pasal 4
RITLBR memuat:
a. penataan titik lokasi Reklame;
b. desain dan bentuk Reklame; dan
c. ukuran Reklame.
Penataan titik lokasi Reklame sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a merupakan peletakan konstruksi Reklame
pada Ruang Milik Jalan.
Desain dan bentuk Reklame sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi perancangan kontruksi dan bahan
material konstruksi reklame yang meliputi:
a. Reklame Insidental; dan
b. Reklame Permanen.
Ukuran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢ merupakan ukuran Reklame Insidental dan Reklame
Permanen yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(1)

Pasal 5

Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada Pasal 4

ayat (3) huruf b meliputi:

a. Reklame Permanen konstruksi sederhana; dan

b. Reklame Permanen konstruksi tidak sederhana.

Reklame Permanen konstruksi sederhana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Reklame dengan

ukuran kurang dari 8 m? (delapan meter persegi).

Reklame Permanen konstruksi tidak sederhana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Reklame dengan ukuran lebih dari 8 m? (delapan meter
persegi) sampai dengan 50 m? (lima puluh meter persegi);
dan

b. Reklame Videotron.

Ukuran Reklame Permanen konstruksi tidak sederhana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling tinggi

50 m? (lima puluh meter persegi).

Penempatan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang berada pada ruang

milik jalan harus memenuhi ketentuan:

a. konstruksi dipasang secara vertikal kecuali reklame
videotron;

b. konstruksi reklame tidak boleh menjorok melebihi as
jalan;

c. konstruksi reklame tidak boleh melintang di atas badan
jalan;

d. konstruksi reklame tidak boleh pada median jalan yang
memisahkan lajur jalan; dan

e. ketinggian bagian bawah papan konstruksi Reklame
paling rendah 5,5 (lima koma lima) meter dari lapis
permukaan perkerasan jalan.

Penempatan Reklame Permanen konstruksi tidak sederhana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b

yang berada bukan pada ruang milik jalan harus memenuhi

ketentuan:

a. konstruksi dipasang secara vertikal/horizontal.

b. konstruksi reklame dan bidang reklame tidak boleh
menjorok pada ruang milik jalan; dan

c. konstruksi reklame memperhatikan keamanan dan
estetika.

Ketentuan mengenai RITLBR sebagaimana dimaksud

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENEMPATAN KONSTRUKSI REKLAME

Pasal 6

Penempatan konstruksi Reklame diletakkan pada:

. ruang milik jalan;

. tanah persil/halaman;

. di atas atap bangunan; dan

. menempel bangunan, selain bangunan cagar budaya,
tempat ibadah dan tempat pendidikan milik pemerintah,
alat peraga milik pemerintah, bangunan dengan fungsi
sosial dan perlengkapan jalan.
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(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

(3)

(4)

Peletakan konstruksi Reklame sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a harus mendapatkan rekomendasi
pemanfaatan bagian jalan dari instansi yang berwenang dan
dilarang dipasang secara vertikal.

Peletakan konstruksi Reklame sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b harus mendapatkan izin dari pemilik tanah
persil/halaman yang dibuktikan dengan perjanjian sewa
atau surat pernyataan dari pemilik tanah.

Peletakan konstruksi Reklame sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ harus dilengkapi izin dari pemilik bangunan
yang dibuktikan dengan perjanjian sewa/surat pernyataan
dari pemilik bangunan dan pernyataan kelayakan teknis
bangunan.

Peletakan konstruksi Reklame sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d harus mendapatkan pernyataan tidak
keberatan dari pemilik bangunan.

BAB IV
TITIK LOKASI PENEMPATAN REKLAME

Pasal 7

Titik lokasi penempatan konstruksi Reklame berada pada:

a. ruang milik jalan;

b. tanah persil/halaman;

c. tempat sarana dan prasarana Daerah; dan

d. tempat di luar sarana dan prasarana Daerah.

Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi:

a. sepanjang ruas jalan nasional;

b. sepanjang ruas jalan provinsi;

c. sepanjang ruas jalan kabupaten; dan

d. sepanjang ruas jalan desa.

Tempat sarana dan prasarana Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

alun-alun;

halte bus;

jembatan penyeberangan orang;

pos jaga polisi/pos pengawas;

tempat hiburan dan rekreasi;

gelanggang/gedung raga;

terminal,

pasar;

pangkalan angkutan;

tiang panggung/tiang pancang Reklame yang telah

tersedia; dan

fasilitas pemerintahan, pendidikan, kesehatan dan sosial

selain tempat ibadah dan bangunan cagar budaya.

Tempat di luar sarana dan prasarana Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. fasilitas umum milik pemerintah provinsi/pemerintah
pusat/badan usaha milik negara; dan

b. fasilitas bukan untuk kepentingan umum milik
pemerintah provinsi/pemerintah pusat/badan usaha
milik negara.
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(6)

(7)

(8)

9)

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

Jarak titik lokasi penempatan Reklame Permanen
konstruksi tidak sederhana pada Ruang Milik Jalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling dekat 50 (lima
puluh) meter dari konstruksi Reklame yang sudah ada pada
ruas jalan satu arah.

Konstruksi reklame dapat ditempatkan pada Ruang Milik
Jalan yang merupakan pertemuan ruas jalan seperti
pertigaan, perempatan atau ruas jalan lainnya yang bersifat
strategis berdasarkan pertimbangan Tim Teknis Izin
Reklame.

Penempatan konstruksi reklame pada Ruang Milik Jalan
yang merupakan pertemuan ruas jalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dapat berdekatan lebih dari 1 (satu)
konstruksi reklame dengan jarak minimal 0,5 (nol koma
lima) meter antar bidang reklame dan berdasarkan
pertimbangan Tim Teknis Izin Reklame.

Penempatan konstruksi Reklame pada tempat sarana dan
prasarana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
tempat diluar sarana dan prasarana Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) berdasarkan pertimbangan Tim
Teknis Izin Reklame.

Desain atau bentuk Reklame yang ditempatkan pada tempat
sarana dan prasarana Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf c tidak boleh menutup pandangan terhadap
aktivitas pengguna tempat sarana dan prasarana dimaksud.

BAB V
IKLAN LAYANAN MASYARAKAT

Pasal 8
Penyelenggara Reklame harus melakukan TJSP.
Bentuk TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni
penayangan iklan layanan masyarakat setiap perpanjangan
masa berlaku Izin Reklame.
Durasi penayangan iklan layanan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling singkat 1 (satu) minggu.
Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 dikenakan sanksi administratif sesuai Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Reklame.

BAB VI
UMUR KONSTRUKSI REKLAME

Pasal 9
Umur konstruksi Reklame ditetapkan 5 (lima) tahun dan
dilakukan pemeriksaan konstruksi tiap 1 (satu) tahun sekali-
Pemeriksaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Penyelenggara Reklame dengan
melampirkan surat pernyataan kelayakan konstruksi.



BAB VII
TATA CARA PENERBITAN PBG REKLAME

Pasal 10

(1) Setiap orang yang menyelenggarakan Reklame Permanen
wajib memiliki PBG Reklame.

(2) PBG Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan bagi Reklame Permanen konstruksi sederhana
yang peletakannya tidak di Ruang Milik Jalan dengan
ukuran paling besar 4 m?2 (empat meter persegi).

(3) Tata cara penerbitan PBG Reklame sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

(4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 dikenakan sanksi administratif sesuai Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Reklame.

BAB VIII
IZIN REKLAME

Pasal 11
(1) Izin Reklame dibagi atas:

a. Izin Reklame Insidental;

b. Izin Reklame permanen konstruksi sederhana; dan

c. Izin Reklame permanen konstruksi tidak sederhana.

(2) Dikecualikan dari kewajiban Izin Reklame sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bagi Penyelenggara Reklame berupa:

a. label/merek produk yang melekat pada barang yang
diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari
produk sejenis lainnya;

b. informasi mengenai pemilikan/peruntukan tanah milik
sendiri dengan ketentuan ukuran Reklame tidak melebihi
1 m? (satu meter persegi);

c. nama pengenal usaha profesi yang dipasang melekat
pada  bangunan tempat usaha atau  profesi
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur
nama pengenal usaha atau profesi tersebut dengan luas
bidang reklame tidak melebihi 2 m? (dua meter persegi)
dan jumlah reklame yang dipasang tidak melebihi 1 (satu)
unit; dan/atau

d. nama fasilitas keagamaan dan sosial seperti tempat
ibadah, panti asuhan dan fasilitas sosial lainnya tanpa
diserta kepentingan atau muatan komersial.

(3) Persyaratan  permohonan Izin Reklame insidental
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

fotokopi kartu tanda penduduk;

materi atau bunyi Reklame;

foto barang Reklame;

foto lokasi penempatan Reklame dilengkapi titik

koordinat;

e. surat pernyataan kesanggupan membayar Pajak

Reklame sesuai ketentuan;

f. surat pernyataan tanggung jawab bagi pengajuan jenis
reklame baliho; dan
g. surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah.
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(4) Persyaratan permohonan Izin Reklame permanen konstruksi
sederhana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf huruf b,
yang penempatan konstruksinya pada ruang milik jalan
meliputi:

(5)

(6)

a.
b.
C.

k.

L.

m.

fotokopi kartu tanda penduduk;

fotokopi nomor induk berusaha bagi badan usaha;
fotokopi akta pendirian badan usaha/badan hukum
beserta perubahannya bagi pemohon berbentuk badan
hukum/badan usaha;

foto barang Reklame;

gambar/denah lokasi penempatan Reklame dilengkapi
titik koordinat;

izin pemakaian Ruang Milik Jalan;

fotokopi Izin Reklame terdahulu, dalam hal
perpanjangan izin;

surat kuasa bermaterai cukup, dalam hal pengurusan
izin dilaksanakan oleh pihak lain;

PBG Reklame;

surat pernyataan kesanggupan membayar jaminan
bongkar;

surat pernyataan kesanggupan membayar Pajak
Reklame sesuai ketentuan,;

surat pernyataan tanggung jawab; dan

surat  pernyataan = kelayakan = Konstruksi  oleh
penyelenggara bagi Reklame perpanjangan.

Persyaratan Izin Reklame permanen konstruksi sederhana
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf huruf b, yang
penempatan konstruksinya bukan pada Ruang Milik Jalan

meliputi:

a. fotokopi kartu tanda penduduk;

b. materi atau bunyi Reklame;

c. foto barang Reklame;

d. gambar/denah lokasi penempatan Reklame dilengkapi

i

h.

titik koordinat;

surat pernyataan kesanggupan membayar Pajak
Reklame sesuai ketentuan;

surat pernyataan tanggung jawab;

surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah
atau perjanjian sewa pemakaian lahan dari pemilik
tanah; dan

surat  pernyataan = kelayakan = Konstruksi  oleh
penyelenggara bagi Reklame perpanjangan.

Persyaratan permohonan Izin Reklame permanen konstruksi
tidak sederhana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c,

meliputi:

a. fotokopi kartu tanda penduduk;

b. fotokopi nomor induk berusaha bagi badan usaha;

c. fotokopi akta pendirian badan usaha/badan hukum
beserta perubahannya dalam hal pemohon berbentuk
badan hukum/badan usaha;

d. foto barang Reklame;

e. gambar/denah lokasi penempatan Reklame dilengkapi
titik koordinat;

f. izin pemakaian Ruang Milik Jalan dalam hal dipasang
pada Ruang Milik Jalan;

g. fotokopi Izin Reklame terdahulu, jika perpanjangan;



h. surat kuasa bermaterai cukup, dalam hal pengurusan
izin dilaksanakan oleh pihak lain;

i. PBG Reklame;

j- surat pernyataan kesanggupan membayar Pajak
Reklame sesuai ketentuan;

k. surat pernyataan kesanggupan membayar jaminan atas
pembongkaran Reklame dalam hal dipasang pada Ruang
Milik Jalan;

l. surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah
atau perjanjian sewa pemakaian lahan dari pemilik
tanah; dan

m. surat pernyataan tanggung jawab; dan

n. surat pernyataan  kelayakan  Konstruksi oleh
penyelenggara dalam hal Reklame perpanjangan.

(7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai
dengan ayat (6) berupa dokumen digital.

(8) Standar operasional prosedur permohonan Izin Reklame
ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP.

(9) Format Izin Reklame sebagaimana tersebut dalam ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IX
TATA CARA PENERBITAN IZIN REKLAME

Bagian Kesatu
Tata Cara Penerbitan Izin Reklame Insidental dan Reklame
Permanen Konstruksi Sederhana

Pasal 12

(1) Permohonan Izin Reklame insidental dan Izin Reklame
permanen konstruksi sederhana dilakukan dalam jaringan
melalui aplikasi SIRD.

(2) Kepala DPMPTSP menetapkan standar operasional prosedur
permohonan Izin Reklame insidental dan Izin Reklame
permanen konstruksi sederhana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Bagian Kedua
Tata Cara Penerbitan Izin Reklame Permanen
Konstruksi Tidak Sederhana

Pasal 13
(1) Permohonan Izin Reklame permanen konstruksi tidak
sederhana dilakukan dalam jaringan melalui aplikasi SIRD.
(2) Kepala DPMPTSP menetapkan standar operasional prosedur
permohonan Izin Reklame permanen konstruksi tidak
sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



BAB X
TATA CARA PEMBONGKARAN, PEMBIAYAAN
PEMBONGKARAN, TATA CARA LELANG HASIL
PEMBONGKARAN, PENGEMBALIAN, PENATAUSAHAAN
KEUANGAN, DAN EKSEKUSI ATAS JAMINAN
PEMBONGKARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

(1) Penyelenggaran Reklame permanen yang dipasang pada
Ruang Milik Jalan harus membayar Jaminan atas
Pembongkaran Reklame.

(2) Kewajiban membayar biaya Jaminan atas Pembongkaran
Reklame dikenakan untuk Reklame dengan luas bidang
lebih dari 8 m? (delapan meter persegi).

(3) Jaminan atas Pembongkaran Reklame sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh Penyelenggara
Reklame ke rekening bank milik Pemerintah Daerah yang
ditunjuk oleh Bupati atas nama Kepala DPMPTSP.

(4) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diunggah
melalui akun Penyelenggara Reklame aplikasi SIRD.

(5) Besaran Jaminan atas Pembongkaran Reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 25% (dua
puluh lima persen) dari besaran Pajak Reklame yang
ditetapkan.

(6) Pembayaran Jaminan atas Pembongkaran Reklame
dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak Reklame.

(7) Jaminan atas Pembongkaran Reklame sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk biaya operasional
pembongkaran konstruksi Reklame.

Bagian Kedua
Tata Cara Lelang Hasil Bongkaran

Pasal 15

(1) Terhadap obyek Reklame tertentu dapat dilakukan lelang.

(2) Obyek Reklame tertentu yang dapat dilakukan lelang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. konstruksi Reklame hasil bongkaran; dan
b. konstruksi Reklame hasil eksekusi.

(3) Sekretaris Daerah selaku pejabat pengelola barang milik
Daerah menetapkan nilai minimal lelang sesui ketentuan
perundang undangan terkai barang milik Daerah

(4) Masyarakat yang mengikuti lelang membayar uang jaminan
keikutsertaan sesuai nilai minimal yang ditetapkan.

(5) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dikembalikan kepada peserta lelang yang gagal.

(6) Lelang dilaksanakan secara terbuka untuk umum dengan
penawaran harga yang dilakukan dalam jaringan melalui
aplikasi SIRD dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai
harga tertinggi.



(7)

(8)

9)

(1)

(2)

(3)

(4)

Proses lelang dilaksanakan oleh panitia lelang yang terdiri

atas:

a. unsur DPMPTSP;

b. Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan dan aset
Daerah; dan

c. Tim Teknis Izin Reklame.

Hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetor ke

kas Daerah.

Kepala DPMPTSP menetapkan standar operasional dan

prosedur tata cara lelang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

Bagian Keempat
Pengembalian Keuangan

Pasal 16
Pengembalian Jaminan atas Pembongkaran Reklame
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat diajukan oleh
Penyelenggara Reklame dalam hal:
a. Penyelenggara Reklame telah membongkar Reklame
yang diselenggarakannya; atau
b. diterbitkan Izin Reklame baru pada titik lokasi yang
sama.
Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengajukan surat permohonan pengembalian
Jaminan atas Pembongkaran Reklame kepada Bupati
melalui Kepala DPMPTSP dengan melampirkan bukti hasil
pembongkaran Reklame atau bukti pembayaran Jaminan
atas penerbitan Izin Reklame baru pada titik lokasi yang
sama.
Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikembalikan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari
sejak menerima bukti hasil pembongkaran atau bukti
pembayaran Jaminan atas penerbitan Izin Reklame baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Penatausahaan keuangan pengembalian Jaminan atas
Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kelima
Eksekusi Jaminan Bongkar

Pasal 17

(1) Jaminan atas Pembongkaran Reklame yang tidak dilakukan

(2)

permohonan pengembalian oleh Penyelenggara Reklame
paling lama 3 bulan sejak masa berlaku Izin Reklame habis
dilakukan eksekusi oleh Pemerintah Daerah.

Hasil eksekusi dari Jaminan atas Pembongkaran Reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas
Daerah oleh Bendahara Penerima.

(3) Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan

pendapatan Daerah dan digunakan untuk Dbiaya
pembongkaran Reklame.



(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

BAB XI
SIRD

Pasal 18

DPMPTSP bersama Perangkat Daerah yang membidangi

pendapatan menyelenggarakan SIRD yang saling terhubung.

SIRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memuat:

a. data Penyelenggara Reklame;

b. data Izin Reklame yang meliputi titik lokasi, jenis
Reklame, masa berlaku, umur konstruksi dan materi
Reklame;

c. data Pajak Reklame yang meliputi titik lokasi, jenis
Reklame, masa berlaku, umur konstruksi dan materi
Reklame;

d. jaminan biaya bongkar; dan

e. waktu maksimal pembongkaran Reklame.

SIRD dikelola oleh DPMPTSP bersama Perangkat Daerah

yang membidangi pendapatan dan aset Daerah.

DPMPTSP bersama Perangkat Daerah yang membidangi

pendapatan dan aset Daerah melakukan inventarisasi data

pelaku usaha dan Reklame Permanen existing di Daerah.

Hasil inventarisasi data Reklame sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) digunakan sebagai basis data SIRD.

Pembiayaan Penyelenggaraan SIRD dibebankan pada

anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB XII
PEMBINAAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 19
Pembinaan Penyelenggaraan Reklame untuk Reklame
berkonstruksi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
melaksanakan urusan bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang.
Pembinaan Penyelenggaraan Reklame untuk Reklame pada
Ruang Milik Jalan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
melaksanakan urusan bidang perhubungan.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun.
Pembiayaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja
Daerah.

BAB XIII
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 20
Pengawasan Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan oleh
aparat pengawas fungsional di Daerah dan pengawasan
terhadap Penyelenggara Reklame dilaksanakan oleh



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

DPMPTP bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang
melaksanakan urusan kententraman dan ketertiban.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui:

a. pengaduan atau pelaporan masyarakat;

b. pelaporan dari Perangkat Daerah; dan

c. kegiatan peninjauan lapangan secara berkala.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
Pembiayaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja
Daerah.

Pasal 21
Penertiban Reklame dilaksanakan oleh tim penertiban
Reklame yang dibentuk oleh Bupati.
Susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:

a. ketua;

b. wakil ketua,;

c. sekretaris;

d. anggota; dan

e. pengadministrasi.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan

oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan

ketertiban umum.

Mekanisme dan tata cara penertiban diatur dengan

Keputusan Bupati.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan

penertiban terhadap:

a. Reklame tanpa izin;

b. Reklame yang telah berakhir masa izinnya; dan/atau

c. Reklame yang dipasang tidak sesuai dengan izin yang
diterbitkan.

Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan

pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pembiayaan penertiban sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja

Daerah.

BAB XIV
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

Tata cara pengenaan sanksi administrasif sesuai dengan
Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pengenaan Saksi Administratif.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Reklame
Permanen yang berdiri pada Ruang Milik Jalan dan tidak
mempunyai PBG sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini



harus mengurus PBG dan membayar Jaminan atas
Pembongkaran Reklame paling lambat 1 (satu) tahun sejak
Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal
BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TIMOTIUS SURYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 205 NOMOR



A. RITLBR

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR NOMOR 5 TAHUN
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN

REKLAME

RITLBR meliputi rencana peletakan rencana tata letak, desain dan bentuk
dan ukuran reklame.

a. Rencana Tata Letak Titik Lokasi Reklame di Kabupaten Karanganyar
meliputi sepanjang ruas jalan di wilayah Kecamatan sebagai berikut:

1.

Colomadu

Keterangan Jenis Reklame

a. sepanjang ruas jalan nasional

Insidental dan Permanen

b. sepanjang ruas jalan provinsi

Insidental dan Permanen

c. sepanjang ruas jalan kabupaten

Insidental dan Permanen

d. sepanjang ruas jalan desa

Insidental dan Permanen

Gondangrejo

a. sepanjang ruas jalan provinsi

Insidental dan Permanen

b. sepanjang ruas jalan kabupaten

Insidental dan Permanen

c. sepanjang ruas jalan desa

Insidental dan Permanen

Jaten

a. sepanjang ruas jalan nasional

Insidental dan Permanen

b. sepanjang ruas jalan provinsi

Insidental dan Permanen

c. sepanjang ruas jalan kabupaten

Insidental dan Permanen

d. sepanjang ruas jalan desa

Insidental dan Permanen

Tasikmadu

a. sepanjang ruas jalan provinsi

Insidental dan Permanen

b. sepanjang ruas jalan kabupaten

Insidental dan Permanen

c. sepanjang ruas jalan desa

Insidental dan Permanen

Kebakramat

a. sepanjang ruas jalan nasional

Insidental dan Permanen

b. sepanjang ruas jalan provinsi

Insidental dan Permanen

c. sepanjang ruas jalan kabupaten

Insidental dan Permanen

d. sepanjang ruas jalan desa

Insidental dan Permanen

Karanganyar

a. sepanjang ruas jalan provinsi

Insidental dan Permanen

b. sepanjang ruas jalan kabupaten

Insidental dan Permanen

c. sepanjang ruas jalan desa/kel.

Insidental dan Permanen

Mojogedang

a. sepanjang ruas jalan provinsi

Insidental dan Permanen

b. sepanjang ruas jalan kabupaten

Insidental dan Permanen

C. sepanjang ruas jalan desa

Insidental dan Permanen

Kerjo

a. sepanjang ruas jalan provinsi

Insidental dan Permanen

b. sepanjang ruas jalan kabupaten

Insidental dan Permanen

C. sepanjang ruas jalan desa

Insidental dan Permanen

Jenawi




a. sepanjang ruas jalan kabupaten

Insidental dan Permanen

b. sepanjang ruas jalan desa

Insidental dan Permanen

10. | Tawangmangu

a. sepanjang ruas jalan provinsi

Insidental dan Permanen

b. sepanjang ruas jalan kabupaten

Insidental dan Permanen

c. sepanjang ruas jalan desa/kel.

Insidental dan Permanen

11. | Ngargoyoso

a. sepanjang ruas jalan provinsi

Insidental dan Permanen

b. sepanjang ruas jalan kabupaten

Insidental dan Permanen

C. sepanjang ruas jalan desa

Insidental dan Permanen

12. | Karangpandan

a. sepanjang ruas jalan provinsi

Insidental dan Permanen

b. sepanjang ruas jalan kabupaten

Insidental dan Permanen

c. sepanjang ruas jalan desa

Insidental dan Permanen

13. | Matesih

a. sepanjang ruas jalan kabupaten

Insidental dan Permanen

b. sepanjang ruas jalan desa

Insidental dan Permanen

14. | Jumantono

a. sepanjang ruas jalan provinsi

Insidental dan Permanen

b. sepanjang ruas jalan kabupaten

Insidental dan Permanen

C. sepanjang ruas jalan desa

Insidental dan Permanen

15. | Jumapolo

a. sepanjang ruas jalan provinsi

Insidental dan Permanen

b. sepanjang ruas jalan kabupaten

Insidental dan Permanen

c. sepanjang ruas jalan desa

Insidental dan Permanen

16. | Jatipuro

a. sepanjang ruas jalan provinsi

Insidental dan Permanen

b. sepanjang ruas jalan kabupaten

Insidental dan Permanen

c. sepanjang ruas jalan desa

Insidental dan Permanen

17. | Jatiyoso

a. sepanjang ruas jalan kabupaten

Insidental dan Permanen

b. sepanjang ruas jalan desa

Insidental dan Permanen

b. DESAIN, BENTUK DAN UKURAN REKLAME

Desain, bentuk dan ukuran reklame yang terdiri dari Reklame
Insidental dan Reklame Permanen, diatur sebagai berikut:

1. Reklame Insidental

konstruksi tidak

Jenis Desain, bentuk Ukuran Keterangan
Reklame dan material
Baliho Vertikal/Horizontal | menyesuaikan | ¢ Penempatan tidak
yang melekat pada | kebutuhan mengganggu
papan kayu atau estetika dan
bahan lain dengan ketertiban

e Dipasang pada

krey dan banner

permanen even tertentu

Kain Vertikal /Horizontal | menyesuaikan | ¢ Penempatan tidak
berupa spanduk, | kebutuhan mengganggu
umbul-umbul, estetika dan
bendera, tenda, ketertiban

e Dipasang pada
even tertentu




Selebaran | Brosur, leaflet, | menyesuaikan | Dipublikasikan
undangan kebutuhan secara langsung
tidak untuk
dilekatkan/
dipasang pada
benda
Melekat Stiker yang | menyesuaikan | Penempatan  tidak
dilekatkan pada | kebutuhan mengganggu
media bergerak estetika dan
atau diam ketertiban
Film/Slide | Klise/kaca film | Menyesuaikan | Penempatan  tidak
yang media mengganggu
diproyeksikan/ tampilan/layer | estetika dan
dipancarkan visual ketertiban
Udara Berupa balon | Menyesuaikan | Penempatan  tidak
udara, gas, laser, mengganggu
pesawat atau alat estetika dan
lain sejenis ketertiban
Suara Publikasi suara | Menyesuaikan |tidak mengganggu
dengan perangkat | durasi estetika dan
audio berupa | tayangan ketertiban
rekaman atau
secara langsung
Apung Media Barang | Menyesuaikan | tidak mengganggu
Reklame yang | tempat estetika dan
terapung di | pemasangan ketertiban
permukaan air
Peragaan | Aktifitas peragaan | Menyesuaikan |tidak mengganggu
manusia atau | durasi estetika dan
mesin peragaan ketertiban
2. Reklame Permanen
Jenis Desain, bentuk Ukuran Keterangan
Reklame dan material
Papan Vertikal/Horizontal | Kurang dari 8 | e Penempatan
berbahan dasar | m2 tidak

kayu, seng,plat,
collybrite, vynil,
alumunium atau
bahan lainnya dan
dipasang dengan
kostruksi

sederhana

mengganggu
estetika dan

ketertiban

e Tidak wayjib
mengurus PBG
apabila tidak
berada pada
Ruang Milik
Jalan

e Wajib mengurus
PBG dan wajib
membayar
jaminan bongkar
apabila berada
pada Ruang
Milik Jalan




Papan Vertikal berbahan | 8 m? s.d 50 m? Penempatan
dasar kayu, tidak
seng,plat, mengganggu
collybrite, vynil, estetika dan
alumunium atau ketertiban
bahan lainnya dan Wajib mengurus
dipasang dengan PBG
kostruksi tidak Wajib membayar
sederhana jaminan bongkar
apabila berada
pada Ruang
Milik Jalan
Neon Box | Vertikal/Horizontal | Kurang dari 8 Penempatan
berbahan dasar | m? tidak
kayu, seng,plat, mengganggu
collybrite, vynil, estetika dan
alumunium atau ketertiban
bahan lainnya dan Tidak wajib
dipasang dengan mengurus PBG
kostruksi apabila tidak
sederhana berada pada
Ruang Milik
Jalan
Wajib mengurus
PBG dan Wajib
membayar
jaminan bongkar
apabila  berada
pada Ruang
Milik Jalan
Neon Box | Vertikal berbahan | 8 m? s.d 50 m? Penempatan
dasar kayu, tidak
seng,plat, mengganggu
collybrite, vynil, estetika dan
alumunium atau ketertiban
bahan lainnya dan Wajib mengurus
dipasang dengan PBG dan wajib
kostruksi tidak membayar
sederhana jaminan bongkar
apabila berada
pada Ruang
Milik Jalan
Wajib mengurus
PBG dan tidak
perlu membayar
jaminan bongkar
apabila tidak
berada pada
Ruang Milik
Jalan
Megatron | Vertikal/Horizontal | Kurang dari 8 Penempatan
/Videotron m?2 tidak
mengganggu
estetika dan

ketertiban




e Tidak wajib
mengurus PBG
apabila tidak
berada pada
Ruang Milik
Jalan

Megatron | Vertikal/Horizontal | 8 m? s.d 50 m? | e¢ Penempatan

/Videotron tidak
mengganggu
estetika dan
ketertiban

e Wajib mengurus
PBG dan wajib
membayar
jaminan bongkar
apabila  berada
pada Ruang
Milik Jalan

e Wajib mengurus
PBG dan tidak
perlu membayar
jaminan bongkar
apabila tidak
berada pada
Ruang Milik
Jalan

Berjalan Vertikal/Horizontal | Menyesuaiakan | Publikasi tidak
yang ditempatkan mengganggu
pada  kendaraan estetika dan
baik bermotor atau ketertiban
tidak

B. FORMAT IZIN REKLAME

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl.Karanganyar-Jatipuro Km.01,Ngaliyan,Lalung, Karanganyar
Telp. (0271) 495269, Fax. (0271) 495027
Website : http//dpmptsp.karanganyarkab.go.id
Email: dpmptsp@karanganyarkab.go.id Kodepos 57716

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 503 /

TAHUN 2024

TENTANG

IZIN REKLAME ATAS NAMA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

Membaca

Menimbang

Surat permohonan
yang berlokasi di
a. bahwa setelah melalui penelitian dan pemeriksaan teknis

PINTU KABUPATEN KARANGANYAR,

permohonan tersebut dapat disetujui;

Perihal permohonan Izin Reklame



mailto:dpmptsp@karanganyarkab.go.id

Mengingat

Menetapkan
KESATU

KEDUA

b. bahwa setelah diadakan penelitian, permohonan Izin
Reklame yang diajukan oleh Sdr. .............. , telah
memenuhi persyaratan untuk diberikan izin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu tentang Izin Reklame atas nama Sdr. ........... .

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2021 Nomor 5);

4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor ....... Tahun 2023

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Reklame (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun ....
Nomor ....):

MEMUTUSKAN:

Memberikan Izin Reklame kepada:

Nama T

Alamat PSPPI

No. Telepon e

Nama perusahaan/Biro : ......ccccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiennn..

Alamat perusahaan/biro: ........cccvviiiiiiiiiiiiiiiinin.n.

Ukuran Reklame P

Lokasi Penempatan e

Titik Koordinat :

a. Garis Bujur/ Longitude

b. Garis Lintang/ Latttitude :

Pemegang Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada DIKTUM

KESATU wajib:

a. membayar Pajak yang terutang sesuai ketentuan;

b. membayar biaya jaminan bongkar;

c. memasang Stiker, stempel atau bentuk lain yang
ditetapkan oleh Bupati yang berisi masa berlaku izin pada
bagian yang dapat terlihat dengan jelas;

d. memasang nama dan nomor telepon Penyelenggara
Reklame yang dapat terlihat dengan jelas;

e. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan
untuk Reklame agar selalu dapat berfungsi dan dalam
kondisi baik;

f. menyelesaikan pembongkaran Reklame paling lambat 3
(tiga) bulan setelah izin berakhir;



g. bertanggung jawab penuh atas semua resiko yang
ditimbulkan akibat Penyelenggaraan Reklame;

KETIGA : Pemegang Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada DIKTUM

KESATU dilarang:

a. memasang konstruksi reklame pada titik yang tidak sesuai
dengan izin yang diberikan;

b. mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana
daerah;

c. mengganggu fungsi perlengkapan jalan;

d. memasang konstruksi saling menutupi dengan Reklame
yang lain;

e. memuat materi minuman beralkohol/minuman keras;

f. memindahtangankan konstruksi/titik lokasi kepada pihak
lain.

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karanganyar,

Tembusan:

1. Kepala BKD;

2. Kepala DPUPR,;
3. Kepala Satpol PP.

BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

N

engetahui,

“\ —¢ HER@«PKO SULISTYONO, S.S.T.P., M.Si
N\ efaWDe Tingkat |
00314 199912 1 001

Menyetujui,
Kepala Kantor Wilayah,

<®#KUMHAMPASTI

Heni Susila Wardoyo

hitps-ifbsre_bssn.go idfverifikasi



RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PENYELENGARAAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA LAWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang . a.  bahwa dalam rangka merespons perubahan demografi
dimana terjadi peningkatan harapan hidup, kualitas
kesehatan dan populasi lanjut usia menjadi lebih
besar, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta
lawu sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah
Daerah harus membuat strategi penyeimbangan
perubahan dengan memasksimal potens:i usia
produktif, memastikan keberlanjutan sistem pensiun
dan mengurangl ketergantungan pada dana pensiun
sehingga dapat mengurangi beban ekonomi
nasional /daerah;

D. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Sistem
Jaminan Sosial Nasional sebagaimana diatur dalam
Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
menetapkan usia pensiun sampai dengan usia 65
tahun, Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021
tentang Pedaoman Penyelenggaraan Perusahaan
Umum Daerah Air Minum Tirta Lawu perlu diubah;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lawu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar negara
Republik Indoensia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);




4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6173);

6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Perusahaan  Daerah  Air Minum  Kabupaten
Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2007
tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2023 Nomor 16);

7. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lawu
(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021

Nomor 13);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG TATA KELOLA PERUSAHAAN UMUM

DAERAH AIR MINUM TIRTA LAWU.

Pasal I
Ketentuan ayat (6) Pasal 24 dalam Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penyelenggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Tirta Lawu (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2021 Nomor 13) diubah, sehingga Pasal 34

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Pegawai PUDAM merupakan pekerja PUDAM yang
pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak,
dan kewajibannya diatur dan tunduk dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan kepegawaian PUDAM sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
aspek:

a. formasi Pegawai;
b. pengadaan dan pengangkatan Pegawai;
c. golongan dan kepangkatan;




d. penempatan dan pengembangan kompetensi;

e. pemberhentian;

f. pemindahan, pengangkatan, dan
pemberhentian Pegawai dalam dan/atau dari
jabatan Struktural / Fungsional;

g. penghasilan dan tanda jasa pengabdian;

h. hak, kewajiban, larangan, dan sanksi; dan

1. Cuti Pegawali.

(3) Persyaratan untuk menjadi pegawai PUDAM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai
berikut:

a. warga negara Indonesia;

b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum,;

c. mempunyai pendidikan, kecakapan, dan
keahlian yang diperlukan;

d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang
ditunjuk oleh PUDAM;

e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun
pada saat pertama kali pengangkatan; dan

f. lulus seleksi.

(4) Direksi dapat mengangkat Tenaga Kontrak dengan
penghasilan yang besarnya ditetapkan oleh Direksi
dan berpedoman pada upah minimum di Daerah.

(9) Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) idak dapat menduduki jabatan.

(0) Batas usia pensiun Pegawai PUDAM paling tinggi
o6 (lima puluh enam) tahun.

(7) Ketentuan Sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dapat diperpanjang setinggi-tingginya sampai 958
(lma puluh delapan) tahun secara seektif
sepanjang terdapat alas an khusus dengan
mempertimbangkan keahlian, kebutuhan dan
Kesehatan dari Pegawai PUDAM.

(8) Masa perpanjangan khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) paling lama 2 (dua) tahun
dan mekanismenya diatur dalamm peraturan
Direks1 setelah mendapat persetujuan dari KPM
atau RUPS.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tenaga Kontrak,
calon Pegawai, dan Pegawai PUDAM ditetapkan
oleh Direksi.




Peraturan Bupati
diundangkan.

Pasal 1l
ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

engundangan

{aranganyar

Diundangkan di karanganyar
pada tanggal

Peraturan Bupati ini  dengan

yenempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal
Pj. BUPATI KARANGANYAR,

TIMOTIOUS SURYADI

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

KURNIADI MAULATO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025 NOMOR ...

Dokurnen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai

= - t el L= B -—
Keashan dokumen dapat dicek melalui tautan hitps2ifbsre bssn. go.idfiverifikasi

Karanganyar, 12 Februari 2025
KEPALA BAGIAN HUKUM,

(v, !

METTY FERRISKA R., S.H., M.H.
Pembina Tingkat |
NIP. 197604171999032007

Menyetujui,
Kepala Kantor Wilayah,

#KUMHAMPASTI

Heni Susila Wardoyo



bidkum_kanwiljateng@yahoo.com
Typewritten text
Menyetujui,
Kepala Kantor Wilayah,




Heni Susila Wardoyo
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